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ABSTRAK

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masydrakerupakan program pembangunan
dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan d#ippartmasyarakat, yang dilakukan
melalui : (i) pembangunan yang berkualitas, (ipdgpihakan kepada yang miskin, (iif) otonomi
dan desentralisasi, (iv) partisipatif, (v) keswaakay, dan (vi) keterpaduan pembangunan. Studi
ini mengkaji pelaksanaan penyediaan sarana daarpresair minum dan sanitasi yang berbasis
masyarakat. Tujuan dari pengkajian ini adalah meikdoe gambaran umum model
pemberdayaan masyarakat pada pekerjaan penyed@igaaprasarana air minum dan sanitasi.
Simpulan yang diperoleh, bahwa pendekatan pembaadaymasyarakat pada pekerjaan
pembangunan penyediaan sarana prasarana air miannsashitasi dilakukan dengan metode
pendekatan partisipatipgsticipatory approach pendekatan kemanusiadmuanity approach
dan pendekatan konseptuebceptual approagh

Kata kunci : Pemberdayaan; Masyarakat; Air Minum; Sanitasi

ABSTRACT

Community based potable water supply system andatan is a program which engages
spesific approach of empowering the target commguamtd increasing their partisipation in the
implementation of the program. This approach is b effect through the followings : (i)
quality development; (ii) in favour with the poofiji) autonomous and decentralized; (iv)
participative; (v) autoactivit, and (vi) composiess. This study aimed at showing general mode
of community empowering, in the program of potatdg¢er supply system and sanitation. It was
concluded that methods for the approach of commuampowering in the construction of
potable water supply and sanitation system are rtigipatory approach, humanity approach
and conceptual approach.

Key Words : Empowering; Community; Potable Water; Sanitation

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok daéambangunan di Indonesia. Ada tiga
faktor penyebab kemiskinan : (i) kebijakan dan atupemerintah yang tidak memihak kepada
masyarakat miskin; (ii) rendahnya kapasitas maggardalam mengelola sumber-sumber daya
pembangunan; (iii) kondisi geografis (keterisolas@dan keterpencilan) yang menyebabkan
kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat tersedngah masyarakat lainnya.

Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah (Inpresbr 5 Tahun 1993) yang dikenal dengan
Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), banyak progrpenanggulangan kemiskinan yang

berbasis pemberdayaan masyarakat telah diluncudkiantaranya: Pembangunan Prasarana
Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pembaetayaerah Dalam Menanggulangi

Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Pengemizandlecamatan (PPK), Program

Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2PK), ProyekbBrdayaan Masyarakat untuk

Pembangunan Desa (PMPD/CERD), dan berbagai pradjfakukan oleh pemerintah daerah.

! Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.
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Berbagai kebijakan dan program pembangunan yarah teilaksanakan tersebut, upaya
penanggulangan kemiskinan menunjukan hasil yangipcukenarik, namun dengan adanya
krisis moneter yang melanda Indonesia pertengaB8ii @lan berkembang menjadi krisis multi
dimensi, menyebabkan bertambahnya penduduk miskionksia, baik di perkotaan maupun di
perdesaan.

Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut dilaksandkengarpendekatan pemberdayaan
masyarakat, yakni memberikan kesempatan kepada setiap anggadgarakat turut serta dalam
proses pembangunan dengan mendapat kesempatan sgmng dan menikmati hasil
pembangunan. Pendekatan tersebut diperkuat denB&iN@000-2004 dan Propenas 2001-
2004, yaitu bahwa upaya penanggulangan kemiskinlakudan dengan pendekatan bahwa
masyarakat memperoleh ruang untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi
kemajuan diri mereka masing-masing. Ini artinyaadaperwujudan perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunamlukign partisipatif masyarakat.

Strategi penanggulangan kemiskinan nasional merhymlar yaitu; (1) perluasan kesempatan

kerja dan usaha, (2) pemberdayaan masyarakate{®)gkatan kemampuan pemerintah, swasta
dan masyarakat, dan (4) perlindungan sosial, yaggkpanaannya harus didukung dengan
implementasi program.

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasisbgrdayaan masyarakat seperti:
Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertingdall (P895-2000) dan Pengembangan
Prasarana Perdesaan (P2D 2000-2003), Pilot Pieie2D (2003-2005), Program PDM-DKE,
Program Pengembangan Kecamatan (PPK 1998/1999;20B&)gram Penaggulangan
Kemiskinan Perkotaan (P2PK 1999-2005), Proyek Pemalgaan Masyarakat untuk
Pembangunan Desa (PMPD/CERD 2001-2005), merupaketu smodel pembangunan
partisipatif.

Secara model konseptual, mempunyai basis terapi@gadaspek sekaligus, yaitu aspek Sektoral
(Sectoral Basex aspek RegionaRegional Based dan aspek Masyakara&@gmmunity Basgd
Secara model operasional, menawarkan suatu peadekatng partisipatif Rarticipatory
Approach) melalui suatu optimasi koordinasiOgftimum Coordination yang transparan
(Transparancy Proce$slalam rangka mencapai tujuan secara terukcecquntability.

Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan memberikaamlgaran umum tentang program
penyediaan sarana prasarana air minum dan sdmtdsisis masyarakat.

PENGKAJIAN

Pember dayaan.

Menurut Edi Subharto, (2004) secara konseptual pefalgaan atau pemberkuasaan
(empowermeitberasal dari katapower’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenaskek. Kekuasaan seringkali dikaitkan
dengan kemampuan kita untuk membuat orang lainkuledan apa yang kita inginkan, terlepas
dari keinginan dan minat mereka.

1. Model Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pembandaieapai melalui penerapan
pendekatan pemberdayaan. Parsons (1994) menyata&lawa proses pemberdayaan
umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, kidda literatur yang menyatakan bahwa
proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu |safnantara pekerjan dan klien dalam
setting pertolongan perseorangan.

Karenanya, dalam konteks sosial, pemberdayaan ddpkukan melalui tiga dimensi
pendekatan yakni :
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a. Pendekatan Mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara duivinelalui bimbingan,
konseling, stress management, crisis intervensidbojuan utamanya adalah
membimbing atau melatih klien dalam menjalankanasdimigas kehidupannya.
Model ini sering disebut sebagai pendekatan yamgulsat pada tugasagk centered
approach).

b. Pendekatan Mezzo.

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok kliemmbBrdayaan dilakukan
dengan menggunakan kelompok sebagai media intenfmsdidikan dan pelatihan
dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai giralelam meningkatkan
kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-siden agar memiliki
kemampuan memecahkan permasalahan yang diahadapi.

c. Pendekatan Makro.

Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Siesar large system stratey

karena sasaran perubahan diarahkan pada sistehkurgan yang lebih luas.
Perumusan kebijakan  perencanaan sosial, kampaaks, sosial, lobbying,

pengorganisasian, manajemen konflik adalah bebestagi@gi dalam pendekatan ini.
Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yasmiliki kompetensi untuk

memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untwmilith serta menentukan
strategi yang tepat untuk bertindak.

2. Dimensi Pemberdayaan
Kieffer (1984) mengemukakan ada tiga dimensi peddgan yakni :
a. kompetensi kerakyatan
b. kemampuan sosiopolitik
c. kompetensi partisipatif
Sedangkan menurut Parsons (1994), pemberdayaditrsgalimencakup tiga dimensi :

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari perfwambindividual yang
kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan gasglebih besar.

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasaya diri, berguna dan mampu
mengendalikan diri dan orang lain.

c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakal gasg dimulai dari pendidikan
dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian ratd#n upaya-upaya kolektif dari
orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh keknadan mengubah struktur-
struktur yang masih menekan.

Perubahan Pola Perencanaan Pembangunan.

Pada tahun 1980-an, dalam penyusunan APBN digunakeaiel perencanaan yang ditetapkan
dari atas top down planning) yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat petabryang ada

di daerah. Sejak diterbitkan Instruksi Mendagri Motahun 1979 yang kemudian diperkuat
menjadi Peraturan Mendagri No. 2 tahun 1982 tent®®gencanaan Pengawasan dan
Pengendalian Proyek Pembangunan di Daerah (PS5 giroses perencanaan tahunan sebagai
suatu proses dari bawah sampai ke pusat sebagdaither

a. Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes)
b. Diskusi UDKP di tingkat kecamatan
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Rakorbang Il di tingkat Pemda Tingkat Il (Kabupdkata)
Rakorbang | di tingkat Pemda Tingkat |
Rapat Konsultasi Regional antar Propinsi

~ 0o 2 o

Rapat Konsultasi Nasional di Pusat

Dalam rangkaian proses tersebut, diusulkan berbaggek, sesuai dengan keinginan daerah
mulai dari tingkat desa.

Sejak awal Repelita VI, sebagai pelaksanaan Permbanglangka Panjang (PJP) Il setelah PJP
| selesai, timbul gagasan untuk mempercepat upagarpnan jumlah penduduk miskin. Ada
kebijakan memberikan bantuan permodalan kepadaarest miskin di desa tertinggal berupa
bantuan modal dan pendampingan.

Setelah pemberian bantuan berjalan, tahun 1994/@R@mdang perlu untuk mendukung desa
tersebut dengan pembangunan prasarana, maka nallan t1995/1996 diadakan upaya
pembangunan prasarana untuk mendukung desa tettinbkenal dengan nama Program
Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT).

Pada pelaksanaan P3DT, kebijakan perencanaan diskedra drastis. Program ini tidak
menggunakan lagi polep down planning tapi dibalik menjadbottom up yang prosesnya
ditempuh adalah :

a. Diskusi UDKP-1 : Informasi akan ada proyek dalarodkeatan.

b. Penetapan hamparan kegiatan ekonomi dan pembenrkigtampok Diskusi Sektor
(KDS).

c. Diskusi dalam KDS melalui analisa SWOT untuk mengidikasi prasarana yang
akan mendukung kegiatan ekonomi.

d. Diskusi UDKP-2 untuk penilaian usulan. Diterapkamtekia penilaian untuk
prioritas, kemudian ditetapkan Renstra.

e. Rapat UDKP-3, melalui proses analisa kategorisasgrana, analisa sosial ekonomi,
teknik dan lingkungan ditetapkan rencana 3 tahun.

f. Penyusunan DED dan Rencana Teknis melalui investigknis dan kemampuan
OMS, pembuatan desain serta RAB.

g. Diskusi UDKP-4, penatapan bentuk pelaksanaan y&ltila KSO atau pola SP3

Pada hakekatnya pembangunan sarana prasarananaim man sanitasi ini akan berjalan sesuai
roh P3DT yakni polabottom up planning atau lebih populer dikenal poleemberdayaan
masyar akat.

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana air rdenursanitasi didasarkan pada konsep
pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mengembapgkamsi masyarakat yang ada melalui
kegiatan pembelajaran kelompok-kelompok masyanakag dibentuk dengan:

a. Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok masai@lembaga masyarakat,
akses yang lebih banyak kepada pelaku lain supagatdnengembangkan potensi
yang ada dan membuka diri terhadap peluang yareglidisan oleh pelaku-pelaku
lain yang terkait dengan kondisi mereka.

b. Meningkatkan kapasitas masyarakat berupa pencipf@dnang pelatihan dan
pendidikan baik teknis maupun non teknis.
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c. Memberikan peluang kepada msyarakat/ kelompok malkgtlembaga masyarakat
untuk dapat menguasai aset yang ada, terutamahghgeengelolaan agar prasarana
yang telah dibangun dapat menjadi aset yang berjkiédan.

Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan pengelompukayarakat berdasarkan kebutuhan
prasarana yaitu dengan membentuk Lembaga Keswaddylaayarakat (LKM) dan Badan
Pengelola (BP) untuk setiap jenis prasarana.

Badan Pengelola (BP) adalah organisasi warga nastaryang merupakan bagian dari
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang bertugasgelola seluruh prasarana di
desanya, meliputi kegiatan perencanaan, pembangutam pemeliharaan prasarana serta
mengusulkan kebutuhan penanganan prasarana tekepawota LKM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP melibatkean g®rta masyarakat dan menumbuhkan
semangat swadaya dalam masyarakat agar prasaragatefah dibangun dapat memberikan
pelayanan yang baik dan berkelanjutan.

Pendekatan Pember dayaan M asyar akat

Ada 3 (tiga) pendekatan untuk meningkatkan kapmsitarga komunitas (masyarakat) dan
sistem kelembagaan agar mempunyai kemampuan mananggpermasalahan yang mereka
hadapai, yakni pendekatan partisipatgagticipatory approachy pendekatan kemanusiaan
(humanity approachdan pendekatan konseptuabficeptual approagh

Pendekatan Parsipatif (Participatory Approach)

Dalam penanggulangan masalah pengelolahan komoddas masalah lainnya oleh suatu
komunitas, warga diajak untuk memahami permasatgf@amenurut persepsi mereka sendiri,
mengetahui sebab akibat timbulnya permasalahaebigr,smengetahui dan menyadari, serta
mengajak mereka untuk memecahkan permasalahabuetserdasarkan potensi yang ada dan
mengakses potensi sumberdaya luar(dana, teknaogpdsar serta informasi lainnya). Untuk
menanggulanginya metode yang digunakan untuk miedekhal tersebut diatas adalah dengan
Participatory Action Research (PARPBerbagai media yang dikenal masyarakat setempat
digunakan dalam proses perencanaan dan pelakskagetan. Tenaga lapangan (fasilitator)
dalam proses perencanaan dan dalam pelaksanaaatakedpertindak sebagai katalisator,
fasilitator dan networking dengan berbagai pihakgyenempunyai potensi untuk bekerja sama
atau bermitra dalam pelaksanaan kegiatan yang masimbutuhkan bantuan pihak luar.

Pendekatan Kemanusiaan (Humanity Approach)

Manusia pada hakekatnya (fitrahnya) adalah pela&u subyek, bukan penderita atau obyek,

yang bertindak secara sadar untuk mengatasi pelahasadan realita yang dihadapinya. Karena
permasalahan dan realita yang ada bukan sesuaty a@a dengan sendirinya, dan harus

diterima menurut apa adanya sebagai suatu talalirresib yang tak terelakan, semacam mitos.
Manusia harus menggeluti permasalahan dan retditssbut dengan penuh sikap kritis dan daya
cipta. Hal ini berarti perlunya sikap orientatifngamerupakan pengembangan bahasa pikiran,
yang mampu memahami keberadaan dirinya denganulmgionya untuk melakukan perubahan

dan pikiran dan tindakan-tindakan nyata.

Manusia mempunyai naluri, kesadaran, kepribadiana#aistensi dirinya, disamping memiliki
keterbatasan. Dengan fitrah kemanusiaannya segebens mampu mengatasi situasi-situasi
batas yang mengekangnya. Jika seseorang menyesiath geada situasi batas itu, apalagi tanpa
ikhtiar dan kesadaran sama sekali, maka ia tidakusiawi lagi.
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Dan seseorang hidup didunia dengan orang-orangddiagai suatu komunitas, maka kenyataan
“ ada bersama “bing togetheritu harus dijalani dalam proses “menjadide¢oming secara
terintegrasi untuk menjadi manusia seutuhnya.

Proses pembebasan manusia dari situasi yang menggskadengan proses penyadaran tentang
realita diri dan lingkungannya melalui proses l@laengan dasar bertindak dan berpikir yang
berlangsung secara terus menerus.

Adapun gambaran daur belajar tersebut sebagaiberik

=
Penghavatan |
[ ]

Gambar 1. Proses pendekatan kemanusiaan
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Pendekatan Konseptual / pendekatan jalan tengah.

Terdapat dua pendekatan konseptual yang seringnakgn dalam proses pembangunan, yakni
bottom up dantop down . Pada pendekatan bottom up, segala aspek managageai dengan
usulan dari bawah, sementara itu top down, segakkamanajemen ditetapkan dari atas.

Dalam konteks pekerjaan, pendekatan bottom up bekenbiasa dilaksanakan dan akan
menyebabkan keberlangsungan kemanfaatan prasaeartp akan dibangun tidak terjamin.
Sementara itu pendekatan top down sangatlah sildgndbangkan peran serta masyarakat,
apalagi masyarakat sudah bisa menilai sendiri nu#u jenis pekerjaan yang selama ini
dikerjakan secara “terpaksa’ dengan tidak melibaf)@ran serta masyarakat.

Dengan demikian untuk pelaksanaan pekerjaan igundikan pendekatan konsepsi “jalan
tengah” yaitu penggunaan bottom up dan top dowaraq@oporsional, dalam artian bahwa :

(i) Segenap usulan prasarana sesuai dengan kebutuhpaotdasi yang ada di wilayah tersebut,
danyang tahu tentang permasalahan dan potensagiangdalah masyarakat setempat.

(i) Dalam proses penyusunan usulan proyek telah dikama dengan menggunakan bottom up
planning yaitu dengan adanya proses rakorbangtidagiat paling bawah sampai dengan
atas.

(iiDalam pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja teE#mpil, setengah terampil maupun tidak
terampil cukup tersedia terutama pada saat masatidiek sedang dalam pekerjaan sesuai
dengan musimnya.

Ketiga hal tersebut diatas pendekatan bottom up biayak manfaatnya.
Pada aspek yang lain perlu adanya pertimbangatadsmya :

() Meskipun pembangunan prasarana adalah prasaraesha@ed, tetap diperlukan adanya
standard teknis dan pengawas teknis yang mumpuni.

(i) Bahwa proyek ini tidak berdiri sendiri dalam artahwva proyek-proyek lain sehingga
diperlukan adanya koordinasi dalam pemilihan persayang dibangun
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(iiDibutuhkan adanya pertanggung-jawaban baik iadtratif maupun keuangan yang
memadai standar nasional.

Dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, makmpeaan metode tersebut akan memberikan
manfaat:

() Kebutuhan yang diusulkan sesuai dengan kebutulmenEsensi masyarakat.
(i) Penyerapan tenaga kerja dan sumber daya alamj desgan potensi yang ada dilokasi.

(ilMasyarakat yang memperoleh proyek akan tetapasa memiliki terhadap prasarana yang
dibangun yang tentunya akan memberikan nilai lelailam pemeliharaan pasca proyek.

(iv) Tidak terjadinya tumpang tindih antar proyek bagional maupun sektoral
(v) Terjaminnya standar teknis konstruksi
(vi) Terjaminnya standard administrasi dan pelaporaarkgan.

PROSES TOP DOWN
Standar Teknik
Standar Admimistras: dan
Keuangan Pendanaan

HASIL
= Kebutuhan yang diusulkan sesuai
dengan kebutuhan serta potensi
masyarakat
= Penerapan tenaga kerja dan
sumberdaya alam, sesuai dengan
potensi yang ada di wilavah tsb.

PERAN = Masyarakat vang memperoleh
FASILITATOR provek akan tetap merasa memiliki

tethadap prasarana yang dibangun
vang tentunya akan memberikan

PROSES BOTTOM UP ;‘;:éa ;‘;‘Eik dalam pemeliharaan
;’i}te_g;; \-\l?illla}'ah - Tidak terjadinya tumpang tindih
S!!mmh:; Da; ;. A Ii. : antar provek baik regional maupun
Sumbe: Dr, ._uam sektorI:i ) b p
S B = Terjaminnya  standar  teknis
konstruksi

= Terjaminnva standar administrasi
dan pelaporan keuangan

Gambar 2. Proses pendekatan jalan tengah (konsgptua

Strategi Pemberdayaan M asyar akat pada Pekerjaan Pembangunan I nfrastruktur
Per desaan.

Tiga tingkatan perhatian terkait dengan upaya ma@itan kapasitas kemampuan Pemerintah
Daerah Capacity Building) Ketiga tingkatan perhatian tersebut adalah tingkstem, tingkat
Institusi (Kelembagaan) dan tingkat Individu.
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Gambar 3. Capacity building dalam 3 tingkatan

Seperti terlihat pada gambar diatas, perspektistamisiCapacity Buildingterkait pada aspek
perencanaan, aspek pelaksanaan, pemanfaataredapek Pengendalian.

(i) Tingkat tertinggi adalah tingkatan SISTEM, kemudisenturut-turut tingkatan LEMBAGA,
dan tingkatan INDIVIDU. Ketiga tingkatan yang dis¢ékan memiliki durasi waktu
penanganan yang berbeda, serta dampak pada sgiattmemberikan pengaruh kepada
tingkat lainnya.

(i) Tingkatan sistem memiliki kebutuhan penanganan yiabgh luas dan kompleks, serta
perubahan pada kinerja SISTEM dipengaruhi oleh kmran pada tingkatan
INSTITUSI/LEMBAGA, demikian juga perubahan padagtkat INSTITUSI/LEMBAGA
dipengaruhi oleh tingkatan INDIVIDU.

(iiDikarenakan durasi waktu penanganan serta Kekgtasnya yang berbeda, maka diperlukan
metode penanganan yang disesuaikan pada setiattn.

Dalam implementasinya perlu menerapkan tiga jenistode penanganan pada setiap
tingkatannya, yaitu metode Pendukungaumporting, metode Mediasifécilitating), serta
metode PembantuaAgsissting

e SISTEM LEMBAGA APARAT
Kerja I I
Tingkat i (System) (Institution) % (Individu)
Keterlibatan
MENDUKUNG
G fu—y ) RN
output
L
MEDIA SI
(Facilitating) | > &%
output
MEMBANT U
(Assisting) l > .
| | output

Gambar 4. Konsep keterlibatan dalam 3 tingkatan

Membangun kapasitas harus dilihat dari kemampuadokumencapai suatu kinerja tertentu
sebagai suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalamapaian ini akan memberikan keluaran
(outputg dan hasil gutcomel Di samping itu, upaya membangun kapasitas hditampatkan
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pada suatu kerangka kerja yang dinamis, serta llgtag secara terus menerus sepanjang upaya
tersebut dilakukan. Karakter kegiat@apacity Buildingadalah dinamis, sehingga diperlukan
suatu strategi manajemen pelaksanaan yang cukigiboie denga perkembangan dan perubahan
yang terjadi, baik yang menyangkut varigssuespada beberapa kabupaten yang dicakup,
maupun perkembangan situasi selama pelaksanaamaprodi suatu Kabupaten tertentu.
Keluaran akhir dari setiap tingkatan tersebut gegambar berikut.

: dengan Upaya
Pemberdayaan fasyarakat

i
Kl
i
AT
=)
LS
5]
=l
Lik]
o
=
ol
Y
=1
=)
Ll
[ih]
=
o
L)

ep selsedey uelENBUIUE4

Lee

Mendorong Peningkatan Kapasdas
Persond dafam Menjatankan
fugasnya

Gambar 5. Strategi manajemen 3 tingkatan

Tingkat Sistem,

Memberikan suatu kerangka kerja kebijakan dan perga bagi perangkat pengambil
keputusan Pemerintah Daerah (Eksektutif dan Led)sttalam upaya melaksanakan tugas-tugas
yang terkait dengan pembangunan wilayah.

Tingkat L embaga/l nstitus,

Memberikan suatu kerangka kerja pengelolaan (mar&je bagi perangkat pelaksana sesuai
dengan tugas dan fungsinya terkait dengan pembanguiayah dan sektor daerah

Tingkat Individu,

Memberikan suatu kerangka pengembangan etos damnkewman kerja serta kompetensi
personil di dalam melaksanakan tugas-tugasnya

Ketiga pola penanganan tersebut memberikan fldkaibiatas tuntutan kebutuhan di masing-
masing tingkatan, sehingga sesuai dengan karagggatian Capacity Building yang dinamis.

Mendukung (Supporting),

Pola ini memberikan masukan berupa dukungan atggatke-kegiatan yang bersifat
“formulation policy and decision making processTim Pendamping hanya memberikan
masukan-masukan materi serta dukungan yang bessidegis agar proses tersebut dapat
berjalan dengan baik dan lancar. Dan tidak terlibalalam prosesnya sendiri, karena hal
tersebut menyangkut keputusan-keputusan normatikddangkala bersifat politis.

Mediasi (Facilitating),

Agak berbeda dengan pola Pendukungan, maka poja Madiasi ini menitikberatkan
kepada keterlibatan kerja dalam rangka melaksanélkagsi dan tugas lembaga/instansi
perencanaan. Karena itu, pola kerja mediasi (fasi)imengarahkan kegiatannya kepada hal-
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hal yang bersifat “strenghtening activities workogess prior to its function and role”.
Dalam hal ini, Tim Pendamping akan turut terlibad@ beberapa kegiatan kerja untuk
meningkatkan kinerja fungsi dan tugas instansinezneaan tersebut.

Bantuan (Assisting),

Pola kerja pembantuan ini merupakan pola yang lakiii dan mempunyai sasaran langsung
kepada individu atau personil yang terkait dengeayas-tugas perencanaan. Dalam hal ini,
Tim Pendamping memberikan bantuan yang berupa kergama langsung kepada individu-
individu terkait sehubungan dengan penyelesaiaastiiggasnya. Karena itu, pola kerja
terakhir ini mengarahkan kegiatannya lebih kepattansfering attitudes skills, and
knowledges to each individu in order to improvertfeb’s performancé

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengkajian, maka diperoleh siampskbagai berikut :

3. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasibgydayaan masyarakat merupakan
suatu model pembangunan partisipatif.

4. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana air ndemursanitasi berbasis masyarakat
dilakukan dengan metode pendekatan partisipgi#st{cipatory approachy pendekatan
kemanusiaanmhumanity approachdan pendekatan konseptuabiiceptual approagh

5. Tiga tingkatan perhatian terkait dengan upaya gaitan kapasitas kemampuan Pemerintah
Daerah Capacity Building)adalah tingkat sistem, tingkat institusi (kelemdiag) dan tingkat
individu

REKOMENDAS

1. Sebelum dilakukannya suatu pelaksanaan pekerjaagademelibatkan masyarakat, perlu
diadakan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetatuk beluk rencana kegiatan dan
bentuk keterlibatan mereka.

2. Agar pemberdayaan dapat berjalan optimal, perludatian pendekatan kepada tokoh
masyarakat, tokoh pemuda maupun tokoh agama dngiasasing lokasi.

3. Walaupun masyarakat telah dipercayakan mengelaj@ata®, namun masih perlu adanya
bimbingan dan evaluasi dari instansi yang terkait.
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